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ORINEWS.id  -Kantor  hukum  Visi  Law  Office  digeledah  tim
penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian
(Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika membenarkan saat ini masih
berlangsung kegiatan upaya paksa penggeledahan di kantor Visi
Law Office yang merupakan kantor hukum mantan Kepala Bagian
Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang
bekerja.

“Benar  (penggeledahan).  Terkait  Sprindiknya  TPPU  tersangka
SYL,” kata Tessa kepada wartawan, Rabu sore, 19 Maret 2025.

Sementara itu, Rasamala yang juga sempat menjadi pengacara SYL
pada  proses  penyidikan  kasus  pemerasan  dan  penerimaan
gratifikasi  itu  juga  turut  dihadirkan  dalam  penggeledahan
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tersebut. Rasamala turut dibawa tim penyidik setelah dilakukan
pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada
Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Visi Law Office yang sebelumnya bernama Visi Integritas Law
Office merupakan kantor hukum yang didirikan mantan Jurubicara
KPK  Febri  Diansyah  bersama  mantan  peneliti  Indonesia
Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pada Oktober 2020. Pada
Januari 2022, Rasamala Aritonang turut bergabung.

Rasamala Aritonang sebelumnya juga sempat dicegah KPK agar
tidak bepergian ke luar negeri bersama pengacara SYL lainnya
saat itu, yakni Febri Diansyah pada November 2023 lalu.

Dalam kasus TPPU ini, KPK sudah melakukan penyitaan berbagai
aset yang terkait dengan SYL. Pada Senin, 13 Mei 2024, KPK
menyita 1 unit mobil merk Mercedes Benz Sprinter 315 CD warna
hitam beserta 1 buah kunci remote mobil. Mobil milik SYL itu
disembunyikan di wilayah Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.

Selanjutnya pada Rabu, 15 Mei 2024, KPK menyita rumah SYL yang
berada wilayah Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar. Diperkirakan nilai dari rumah tersebut sekitar Rp4,5
miliar dan sumber uangnya dari Hatta.

Kemudian pada Kamis, 16 Mei 2024, tim penyidik menyita rumah
adik  SYL,  Andi  Tenri  Angka  Yasin  Limpo  di  Jalan  Letjen
Hertasning  Kelurahan  Tidung,  Kecamatan  Rappocini,  Kota
Makassar.

Lalu pada Minggu, 19 Mei 2024, KPK sudah menyita rumah yang
beralamat  di  Jalan  Jalur  Dua,  Kelurahan  Bumi  Harapan,
Kecamatan Bacukiki Barat, Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan
(Sulsel). 

Rumah itu diduga memiliki hubungan dengan dugaan TPPU dari SYL
yang mana Hatta sebagai salah satu orang kepercayaan dari SYL
melakukan pembelian aset dari hasil pengumpulan sejumlah uang



dari para pejabat di Kementan. Aset tersebut kemudian diduga
disamarkan dengan ditempati orang terdekat dari Hatta.

Lalu pada Selasa, 21 Mei 2024, tim penyidik mengamankan 1 unit
Mobil merek Mercedes Benz Sprinter Warna Putih beserta 1 buah
kunci remote mobil milik SYL yang disembunyikan di Perumahan
Bumi Permata Hijau, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar.

Di tempat terpisah yang beralamat di Perum The Orchid jalan
Orchid Indah Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar, juga dilakukan penyitaan 1 unit mobil New Jimny
Warna Ivory beserta 1 buah kunci, dan 1 unit motor Honda X-ADV
750 CC warna silver dominan beserta 3 buah kunci.

Di  hari  yang  sama  pada  Selasa,  21  Mei  2024,  KPK  kembali
menyita 1 unit mobil Merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna
putih beserta 1  buah kunci remote mobil yang disembunyikan di
sebuah  lahan  kosong  di  lingkungan  Perumahan  Bumi  Permata
Hijau,  Kelurahan  Rappocini,  Kecamatan  Rappocini,  Kota
Makassar.

Sedangkan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pejabat di
Kementan dan gratifikasi, SYL divonis pidana penjara selama 10
tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan,
serta uang pengganti sebesar Rp14.147.144.786 (Rp14 miliar)
dan 30 ribu dolar AS subsider 2 tahun kurungan oleh Majelis
Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Tipikor)  pada
Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.

Hukuman SYL diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta
pada tingkat banding. Di mana, hukuman SYL menjadi 12 tahun
penjara dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan, serta
uang pengganti Rp44.269.777.204 dan 30 ribu dolar AS subsider
5 tahun kurungan.

Selanjutnya  pada  Jumat,  28  Februari  2025,  Majelis  Hakim
Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi yang diajukan SYL, yakni
meminta perbaikan mengenai redaksi pembebanan uang pengganti



sebesar  Rp44.269.777.204  (Rp44,26  miliar)  ditambah  30  ribu
dolar  AS,  dikurangi  dengan  jumlah  uang  yang  disita  dalam
perkara ini yang selanjutnya dirampas untuk negara subsider 5
tahun penjara.


